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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN 

NOMOR  03  TAHUN 2006 

 TENTANG 

RETRIBUSI IZIN TRAYEK 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TAPIN, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 
tentang Retribusi Daerah  sebagai pelaksanaan dari Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 
Nomor 09 Tahun 1994 tentang Izin Usaha Angkutan dan Izin 
Trayek Kendaraan Umum perlu disesuaikan; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam 
huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin 
Trayek; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3478); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4048); 
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5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 terntang 
Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan 
Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3527); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana 
dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Nomor 3529); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan 
dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3530); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139); 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang 
Retribusi Terminal dan Angkutan Penumpang; 

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang 
Terminal dan Transportasi Jalan; 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang 
Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 

18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor  35 Tahun 2003 tentang 
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan 
Umum; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 1990 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Tingkat II Tapin; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom; 

 

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TAPIN 

dan  

BUPATI TAPIN 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TENTANG 
RETRIBUSI IZIN TRAYEK. 
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BAB   I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin. 

3. Bupati adalah Bupati Tapin. 

4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin. 

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tapin. 

6. Bendaharawan Khusus Penerima, adalah Bendaharawan Khusus Penerima 
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin. 

7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pengutan daerah 
sebagai pembayaran jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati 
oleh orang pribadi atau badan hukum. 

9. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah Daerah dalam rangka 
penberian izin kepada orang dan atau badan hukum yang dimaksud untuk 
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, 
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana 
atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan. 

10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin. 

11. Angkutan Umum adalah setiap pengangkutan orang dan atau barang dengan 
mengunakan kendaraan  bermotor umum yang dipungut bayaran. 

12. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam 
satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada 
pada wilayah ibukota kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau 
mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek. 

13. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang 
dengan mobil bus atau penumpang umum yang mempunyai asal dan tujuan 
perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. 

14. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek- trayek yang menjadi satu 
kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. 
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15. Izin Trayek adalah izin yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan atas 
nama Bupati Kepala Daerah kepada seseorang atau Badan Hukum untuk dapat 
melakukan usaha angkutan penumpang umum atau barang umum. 

16. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan 
menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan 
pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul 
jaringan transportasi. 

17. Pemegang Izin adalah Pengusaha angkutan umum atau Pemilik Kendaraan 
Umum  yang namanya tercantum dalam izin Trayek yang diberikan. 

18. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua 
puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak 
termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 
(sembilan) meter. 

19. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 (enam belas) 
sampai 28 (duapuluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk 
normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 
lebih dari 6,5 (enam koma lima) meter sampai dengan 9 (sembilan) meter. 

20. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai 
dengan 16 (enam belas) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal 
tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 (empat) 
sampai 6,5 (enam koma lima) meter. 

21. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-
banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, 
baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 

22. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 
Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 

23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari 
Pemerintah Daerah. 

24. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang 
digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran 
retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh 
Kepala Daerah. 

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk 
melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau 
denda. 

26. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD 
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan 
perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut paraturan 
retribusi. 


